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WALIKOTA BLITAR 

PROVINSI JAWA TIMUR 

PERATURAN WALIKOTA BLITAR 

NOMOR  22  TAHUN 2016 
 

TENTANG 
 

STANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA  

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BLITAR 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

WALIKOTA BLITAR, 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menempatkan Pegawai Negeri Sipil yang 

sesuai dengan kebutuhan kompetensi dalam jabatan, perlu 

dilaksanakan pengangkatan melalui seleksi terbuka Jabatan 

Pimpinan Tinggi Pratama; 

b. bahwa dalam rangka menjamin obyektivitas, transparansi dan 

akuntabilitas pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam 

jabatan struktural, perlu disusun Standar Kompetensi 

Manajerial; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 

Walikota tentang Standar Kompetensi Jabatan Pimpinan 

Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi 

Jawa Timur/Tengah/Barat ; 

2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional ( Lembaran Negara 

RepublikIndonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421 ); 

3. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4438) ; 

4. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
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Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ; 

5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5494); 

6. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dirubah 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 

2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ; 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang 

Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II 

Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 

Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3243); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang 

Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang 

Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 

198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4019); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang   

Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian 

Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara 
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Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 

164); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 

tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 

Keuangan Daerah ; 

13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2014 tentang Tata 

Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka Di 

lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 477) ;  

14. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 

Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Standar 

Kompetensi Manajerial Pegawai Negeri Sipil; 

15. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2013 tentang 

Organisasi Perangkat Daerah Kota Blitar (Lembaran Daerah 

Kota Blitar Tahun 2014 Nomor 1); 

   

  MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG STANDAR KOMPETENSI 

MANAJERIAL JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA DI 

LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BLITAR. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Bagian Kesatu 

Pengertian Istilah 
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Pasal 1  

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kota Blitar. 

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Blitar. 

3. Walikota adalah Walikota Blitar sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian. 

4. Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara 

Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur 

Sipil Negara secara tetap oleh pejabat yang berwenang untuk menduduki 

jabatan pemerintahan. 

5. Kompetensi adalah karakteristik dan kemampuan kerja yang mencakup 

aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap sesuai tugas dan/atau fungsi 

jabatan. 

6. Kompetensi Manajerial adalah soft competency yang mencakup aspek 

pengetahuan, keterampilan dan sikap sesuai tugas dan/atau fungsi jabatan. 

7. Standar Kompetensi Manajerial adalah persyaratan kompetensi manajerial 

minimal yang harus dimiliki seorang Pegawai Negeri Sipil dalam 

melaksanakan tugas jabatan. 

8. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama adalah sekelompok jabatan tinggi pada 

Pemerintahan Daerah. 
 

Bagian Kedua 

Maksud dan Tujuan 

Pasal 2 

(1) Maksud disusunnya Peraturan Walikota ini yaitu sebagai dasar pedoman 

kompetensi yang dipersyaratkan dalam Jabatan Tinggi Pratama di lingkungan 

Pemerintah Kota Blitar. 

(2) Tujuan disusunnya Peraturan Walikota ini yaitu agar proses promosi 

pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Kota 

Blitar sesuai kebutuhan kompetensi, transparan, obyektif, kompetitif dan 

akuntabel. 

 

BAB II 

STANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL 

 JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA 

Pasal 3 

Standar Kompetensi Manajerial Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama sebagaimana 

tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 

Peraturan Walikota ini. 
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BAB III 

PENUTUP 

Pasal 4 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar. 

 

 

 

Ditetapkan di Blitar 

Pada tanggal 8 April 2016      

WALIKOTA BLITAR, 
 

 Ttd. 
 

MUH. SAMANHUDI ANWAR 
Diundangkan di Kota Blitar 

Pada tanggal 8 April 2016 

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR 

                                  ttd. 

                        Rudy Wijonarko 

 

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2016 NOMOR 22 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Salinan sesuai dengan aslinya 

SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR 

Kepala Bagian Hukum 
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